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ABSTRAKSI

KENDRO ADI PUTRA SIREGAR, Hukum Pidana, Fakultaskdm Universitas
Brawijaya, Juli 2011,; Prof. Masruchin Ruba'’i, S.WI.S.; Abdul Madjid, S.H.,
M.Hum.

Skripsi ini membahas Eksistensi Pidana Mati Di mea Terkait Perlindungan
Hak Asasi Terpidana. Keberadaan pidana mati didadia dibuktikan di dalam

sejumlah peraturan perundangan. Perbedaan pendapasejumlah kalangan

menimbulkan terjadinya pro dan kontra terhadap teelsan pidana mati.

Sebagian orang menganggap pidana mati sebagai lseilmgnangan pencabutan
hak untuk hidup seseorang yang mengatasnamakanlakeadelalui lembaga

peradilan negara. Pidana mati dianggap sebagainmkuyang kejam, tidak

berperikemanusiaan serta menghina martabat maridsluman tersebut jelas
melanggar hak hidup terpidana. Eksekusi mati dirsglaagai pelanggaran serius
terhadap hak-hak asasi manusia oleh beberapa negatzila dibandingkan

dengan kejahatan yang dilakukan oleh terpidana. el@la kalangan

berpandangan bahwa kewenangan mencabut hak umug dapat digolongkan

sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia yant Kaeesma merenggut salah
satu hak yang tidak boleh ditangguhkan pemenuhanfiypdakan ini termasuk

merampas nyawa terpidana yang tidak akan pernah dilembalikan atau

digantikan. Tujuan analisa ini untuk mendeskripsildan mengkaji mengenai
aturan keberadaan pidana mati di dalam sistem hyskdana di Indonesia dan
untuk mengidentifikasi serta menganalisa apakahngidnati layak dipertahankan
atau tidak. Metode penulusuran bahan hukum yangndigan adalah studi

kepustakaan dan studi dokumentasi, kemudian dikkakalisa secara deskriptif
kualitatif.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Undang-UndarsgrDED45, undang-

undang tentang hak-hak asasi manusia serta belettapa internasional lainnya
melindungi hak untuk hidup bagi setiap orang teukaerpidana. Hak tersebut
dijamin oleh negara. Permasalahan muncul ketikankean pidana mati yang
berlaku bertentangan dengan aturan-aturan tersélam sistem peradilan
pidana, penerapan pidana mati memungkinkan tegadinkesalahan.

Kekhawatiran ini ditambah lagi dengan masalah madéiadilan, peradilan yang
dinilai korup dan sesat serta kelemahan lainnyg yaasih melekat dalam sistem
peradilan di Indonesia. Dalam hal ini, apabila palanati dijatuhkan kepada
terpidana yang tidak bersalah dan setelah diekseakitsmukan bukti-bukti baru

yang menunjuk terpidana tersebut benar-benar ti@akalah. Kenyataan seperti
inilah yang menjadi salah satu alasan bagi pihaktrkopidana mati dalam
memperjuangkan keadilan menurut prinsip hak-hakiasanusia, termasuk hak
hidup terpidana. Kejadian tersebut dianggap suejahltan yang dilakukan oleh
negara karena menghilangkan nyawa terpidana yaroykte tidak bersalah

setelah terpidana tersebut dieksekusi mati. Negdek akan pernah mampu
untuk mengembalikan nyawa terpidana mati yang tedagksekusi apabila

gambaran di atas terjadi di dalam suatu kasus jengudana di Indonesia.



Kesimpulan pembahasan ini, memberikan gambaran di&i persepsi yang
berbeda mengenai keberadaan pidana di Indonekek Pio pidana mati maupun
pihak kontra pidana mati memiliki pandangan serf@sam-alasan tersendiri
terhadap keberadaan pidana mati tersebut. Selakanhmasih berlaku maka
selama itu pula pro dan kontra pidana mati akaptbersinggungan.

Kata Kunci: Pro dan kontra Pidana Mati, Hak Adasipidana, Keadilan.

Xi



BAB |
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang

Hak asasi manusia masih menjadi bahan perbincadmgimmasyakarat di
dunia termasuk Indonesia. Keberadaan hak asasismatinilai sebagai penjamin
terhadap pemenuhan hak-hak asasi perorangan olgdranenelalui undang-
undang. Komitmen Bangsa Indonesia dalam penghomnagemajuan,
pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi maduseluruh wilayah
Indonesia bersumber di dalam Pancasila dan Undawigutdy Dasar 1945 yang
telah dirumuskan sebelum adanya Deklarasi Univetigéd Asasi Manusia oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948.

Perlindungan yang diberikan oleh negara terhad&pakasi manusia di
era reformasi ternyata belum dapat menutupi sejurkiElemahan pemerintah
dalam menegakan hak-hak lainnya seperti hak ekgnomhi atas kesejahteraan
sosial, dan hak memperoleh keadilan.

Perdebatan mengenai pemenuhan hak asasi manuaia #ehidupan
demokrasi berbangsa dan bernegara terasa semakimcuabte meskipun
pemahaman terhadap hal tersebut dinilai tidak cukngmuaskan. Beberapa
konsepsi yang dikembangkan memiliki perbedaan dalaihpemahaman konsep-
konsep tersebdt.

Pada dasarnya, hak asasi manusia yang bersifettlaah mutlak, berlaku
secara umum dan keseluruhan. Hak-hak asasi terbebst pesan moral yang

menghendaki setiap orang maupun sekelompok oramgasek negara, harus

! Pemahaman Mengenai Urgensi Perlindungan Hak Asaspidiana (online) http://seputar-
indonesia.com, diakses tanggal 09 Maret 2011.



menghormati dan melindunginya untuk dapat memetwrtutan dari setiap hak-
hak asasi yang ada.

Hak-hak asasi manusia tidak hanya dimiliki oleangrorang yang bebas
dari tuntutan hukum atau orang-orang yang tidalasgderlibat di dalam suatu
perkara pidana. Di dalam konsepsi hak asasi marsessgang terpidana juga tetap
memiki hak-hak asasi seperti yang tertuang di dalgjumlah peraturan
perundangan. Pertentangan kembali muncul ketikaushantuk pemidanaan
seperti pidana mati menghendaki agar terpidanadaliya mati dengan
mengatasnamakan keadilan. Suatu hal yang salinwldlerbelakang antara
pidana mati dengan konsep perlindungan hak asassukhya bagi seorang
terpidana.

Hal ini menimbulkan perdebatan bagi setiap orarangy memiliki
pendapat yang berbeda mengenai pidana mati. Sebaggag menilai bahwa
pidana mati merupakan sanksi pidana terberat kdverrmibungan dengan nyawa
seseorang dan pidana mati juga termasuk jenis pidemg penuh dengan
kontroversial. Pidana mati tetap menjadi bahangisthn yang selalu aktual dan
akan tetap demikian hingga di masa yang akan datBeperapa kalangan
mendukung keberadaan pidana mati di Indonesiatsgpag tercantum di dalam
sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai kbeanksi pokok tindak
pidana dan beberapa kalangan lainnya menentangakislaa pidana mati di
Indonesia. Pencabutan hak hidup seorang terpidang telah dieksekusi yang
kemudian terbukti bahwa terpidana tersebut tidaksddah, tidak akan mungkin

terpidana tersebut dapat dihidupkan kembali.

2 Masruchin Ruba’i,Mengenal Pidana Dan Pemidanaan Di IndonesiélP, Malang, 1994,
halaman 15.



Permasalahan muncul ketika beberapa ketentuan huwalimg bertentangan
seperti yang tercantum di dalam Pasal 10 Kitab dgdandang Hukum Pidana
serta aturan perundangan lainnya yang mencantupilana mati sebagai sanksi
pokok pidana terberat, bertententang dengan P&s&l @an Pasal 28 | ayat 1
Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak untakiphi Pasal 28 A
Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak memapankan

hidup dan kehidupannya.”
Lebih lanjut dalam Pasal 28 | ayat 1 Undang-UndBagar 1945 berisi sebagai
berikut?

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak keme&aan

pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuldak

diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di apan hukum,

dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum ybedaku surut

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikuradglam

keadaan apapun.”
Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 tidak membetikalifikasi terhadap
hak untuk hidup, tetapi kualifikasi hak untuk hiddiperikan oleh Pasal 28 | ayat
1 Undang-Undang Dasar 192%asal 28 | ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945
merupakan bukti bahwa Undang-Undang Dasar 1945k tideenghendaki
pembatasan terhadap hak untuk hidup. Hal ini beemgyan dengan Pasal 10 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana serta aturan perundarigamya yang

% Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun ]98Gstaka Mandiri, Surakarta, 2009,
halaman 38.

* Ibid., halaman 41.

® Todung Mulya LubisKontroversi Hukuman Matikompas Media Nusantara, Jakarta, 2009,
halaman 26.



mencantumkan pidana mati sebagai sanksi pokok itleiberat, menghendaki
adanya pidana mati. Pertentangan tersebut tidakahtarjadi di dalam kedua
aturan yang ada, tetapi juga di dalam persepsi analsgt maupun para abhli
hukum pidana. Hal inilah yang menimbulkan pro damtka mengenai pidana
mati oleh berbagai kalangan di Indonesia. Pidant dianggap sebagai sanksi
pidana yang terberat karena pelaksanaannya bemmgenangan terhadap hak
hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak hiduppakan hak yang berada di
tangan Tuhan, sehingga pidana mati menimbulkan gmtdpro dan kontra,
bergantung pada kepentingan serta cara memandgamppinati terseb(t.
Perdebatan pidana mati di Indonesia mulai menigdian perdebatan
kembali ketika dua warga Indonesia dan tiga waegara Australia mengajukan
perhomohanan pengujian terhadap pasal-pasal yamgiatgidana mati di dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang NarkoRkamohonan tersebut
ditolak oleh Mahkamah Konstitusi sekaligus membmrikegitimasi konstitusi
terhadap keberadaan pidana mati tersebut. Alagampdmghapusan pidana mati
bagi pihak yang menentang keberadaan pidana mala#teterkaitan penilaian
terhadap sistem peradilan di Indonesia yang cendetorup dan sesaBeberapa
kalangan menilai bahwa banyak pertimbangan yangwat ataupun sengaja
dilewatkan di dalam suatu sistem yang terkesansheaiuntuk mempertahankan
keberadaan pidana mati. Sejumlah pertanyaan jugéhrbalum mampu dijawab
tuntas oleh pihak-pihak yang tetap mendukung kelaawa pidana mati di

Indonesia.

® Adami Chazawi,Pelajaran Hukum Pidana Bagian Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008,
halaman 29.

" SahetapyAncaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berenc8atara Press, Malang 2009,
halaman xxvii.



Berdasarkan uraian di atas, skripsi ini akan mémabaentang “Eksistensi

Pidana Mati Di Indonesia Terkait Perlindungan Haasi Terpidana.”

B. Rumusan Masalah
Bertolak dari pemaparan tersebut di atas, makangsalahan yang
diangkat dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan pidana mati yang ada di dalamty@ara perundang-
undangan di Indonesia bertentangan dengan Pagald2a@ Pasal 28 | ayat 1
Undang-Undang Dasar 19457

2. Apakah ketentuan pidana mati yang ada di dalamtyrara perundang-

undangan di Indonesia bertentangan dengan hakraaasisia?

C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalabeggi berikut:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan apakah ketentuamaichati di Indonesia
bertentangan dengan Pasal 28 A dan Pasal 28 Ldyatlang-Undang Dasar
1945 atau tidak;

2. Untuk mengetahui alasan-alasan apakah ketentuamaichati di Indonesia

bertentangan dengan Hak Asasi Manusia atau tidak.

D. Manfaat Penulisan
1. Manfaat Teoritis
Sebagai suatu masukan berupa alasan-alasan yarg iienjadi

pertimbangan-pertimbangan baru di dalam ilmu hukdm Indonesia,



khususnya hukum pidana mengenai ketentuan pidatiatengait masalah

perlindungan hak asasi terpidana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Legidator

Sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk pertinamapgrtimbangan

dalam hal mempertimbangkan keberadaan pidana matindbnesia,

sehubungan dengan perlindungan hak asasi terpidana.

b. Bagi Mahasiswa dan Masyar akat

Sebagai bahan informasi mengenai pertimbangampstgan terhadap

keberadaan pidana mati di Indonesia sebagai satalsanksi pokok pidana

terkait perlindungan hak asasi terpidana.

F. Sistematika Penulisan

BAB |

BAB Il

BAB Il

PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan latgsajuan
penelitian, manfaat penulisan, dan sistematika Isamu

KAJIAN PUSTAKA

Berisi teori-teori ilmiah yang terkait dengan masaldalam
penelitian yang meliputi kajian umum tentang pidanati,
kajian umum tentang perlindungan hak asasi terpidan

METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai metode pendekatan yang

digunakan peneliti dalam membandingkan dan meniganal



antara suatu perundangan dengan perundangan laideys
dan bahan hukum yang didapat dan digunakan pedal&m
membandingkan dan menganalisa antar perundang-gauaan
berasal dari aturan perundang-undangan yang adamdaih
berlaku dengan menggunakan metode penelusuran bahan
hukum, teknik analisa bahan hukum serta definiaskptual.

BABIV : PEMBAHASAN
Berisi tentang identifikasi alasan diberlakukanmp@ngaturan
tentang pidana mati yang terkesan dipertahankamaparan
mengenai pandangan-pandangan para ahli hukum piidain
hal keberadaan pidana mati, mendeskripsikan alalsaan bagi
yang pro maupun kontra terhadap ancaman pidananmexcari
pertimbangan-pertimbangan yang sebenarnya mengaméas
atau tidaknya pidana mati dipertahankan serta smadirhadap
aturan-aturan yang memberlakukan pidana mati selsagési
terberat bagi beberapa tindak pidana terkait prhgan hak
asasi terpidana.

BAB V : PENUTUP
Bab ini menguraikan kesimpulan seluruh hasil daab b
sebelumnya dan saran maupun rekomendasi yang mapgdi
bahan pertimbangan baru sehubungan dengan atudamapi
mati yang bisa menjadi solusi terhadap aturan pidaati yang
tetap dipertahankan atau tidak. Pertimbangan barselut

diharapkan akan bermanfaat bagi bangsa dan nquaa,ahli



hukum beserta masyarakat, khususnya bagi paralaiegjs
aparat penegak hukum dan para terpidana mati yalap t
divonis mati oleh hakim dan belum dieksekusi. Pwihjan
putusan pidana mati kepada terpidana yang tidalsalzdr
bukanlah suatu impian yang diinginkan oleh keadikejadian-
kejadian yang seperti inilah yang harus dicegah diamdari

oleh para aparatur negara yang berwenang.



BAB ||
KAJIAN PUSTAKA
A.Kajian Umum Tentang Pidana Mati
1. Istilah dan Segjarah Pidana M ati

Menurut hukum pidana kuno, pidana mati merupdkéo (pembalasan),
yaitu bagi siapa yang membunuh, maka keluarga kojliga harus membunuh
pelaku. Pada mas@odex Hammurabisekitar 1900 tahun sebelum masehi),
apabila hewan peliharaan seseorang membunuh oaamgnhaka hewan serta
pemilik hewan tersebut akan diburflh.

Pada masa sebelum adanya ketentuan mengenai pérgisian aturan
tertulis, terdapat dua puluh lima macam kejahatamgyberisi ancaman pidana
mati. Kerajaan Yunani memberlakukan pidana matukistemua tindak pidana
pada abad ketujuh sebelum masehi. Aturan tentatangimati tersebut berubah
seiring dengan perkembangan zaman Pada masa-maspitega, jenis tindak
pidana yang berisi sanksi pidana mati semakin tasbaCara mengeksekusi
terpidana mati dari waktu ke waktu juga ikut betgaMasyarakat komunal
menerapkan pidana mati dengan cara yang sangat kegperti membakar,
merebus pelaku kejahatan dalam keadaan hidup, noaimgn menggilas,
menyalib atau menginjak pelaku dengan gdj®fada masa ini pidana mati yang
berlaku di berbagai tempat sangat variatif. Eksekotengeksekusi pelaku tindak
pidana di tempat umum untuk ditonton oleh masydrdk@aku kejahatan ringan

seperti mencopet atau mencuri juga dapat meneamksspidana mati.

8 Andi Hamzah dan A. SumangelipRidana Mati Di IndonesiaGhalia Indonesia, Jakarta, 1983,
halaman 79.
? |bid., halaman 80.
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Di akhir abad kedelapan belas, beberapa pihaklangndana mati tidak
lagi manusiawi apabila menjadi tontonan masyaraRata ahli hukum pidana
mulai mencari cara mengeksekusi yang lebih manusi@aiah satu metode
eksekusi yang menggunakan alat bernaugiotine, yaitu pisau raksasa yang
berfungsi untuk memenggal leher pelaku tindak pdasenjadi pilihan pada saat
revolusi Perancis. Di waktu yang sama, Inggris megmiean pidana mati dengan
cara menggantung leher terpidana. Sejumlah pihakilanecara mengeksekusi
seperti menggantung leher pelaku tindak pidanahlebanusiawi daripada
menggunakan kursi lontar, yakni dengan melontat&gndana dari ketinggian.

Seiring dengen perkembangan zaman, penilaian daphgidana mati
mengalami perubahan. Beberapa kalangan menilangideti sebagai salah satu
bentuk pemidanaan yang kejam. Sembilan puluh netjahania telah menghapus
pidana mati. Sebelas negara lainnya tidak mengkapupidana mati untuk
kejahatan-kejahatan luar biasa. Sebanyak tiga pduwéh negara yang tidak
menghapus pidana mati, hingga saat ini belum pemahjatuhkan putusan
pidana mati. Hakim-hakim yang ada di negara-negafeerti ini menggunakan
diskresiuntuk tidak menjatuhkan putusan pidana mati baga perpidana. Enam
puluh empat negara, termasuk Indonesia, masih rygken pidana matf,

Perdebatan di pihak pro dan kontra atas pembenfakidana mati yang
ada belum juga berakhir. Indonesia yang mengadagieintuan hukum pidana
Perancis dan Belanda masih tetap mempertahankangpishati. Kedua negara

tersebut (Perancis dan Belanda) telah menghapys#ana mati di dalam sistem

% Hukuman Mati, Sebuah Sejarah (onlinkftp://jongjava.com, diakses 5 Oktober 2010.
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hukum pidana yang berlaku di masing-masing nedgaehagian besar negara-
negara di dunia telah menghapuskan pidana mati.
2. Aturan Tentang Keberadaan Pidana Mati Di Indonesia

Indonesia menganut sistem hukum pidana yang mefgistem hukum
pidana peninggalan kolonial Belanda. Di dalam P&a8ad Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, tercantum jelas bahwa pidana matupadan salah satu bentuk
pemidanaan yang bisa diputuskan oleh hakim kepadakyp tindak pidana
tertentu. Pasal inilah yang kemudian dipakai sel@dagar pembenaran atas pasal-
pasal yang mencantumkan pidana mati di dalam atpexondang-undangan
lainnya.

Selama masa pemerintahan orde baru, terpidana sebtgian besar
merupakan narapidana politik. Peraturan perundagngan yang berada
dibawah Undang-Undang Dasar 1945 tetap mencantuank@aman pidana mati
sekalipun Pasal 28 A dan Pasal 28 | ayat 1 Undamiphlg Dasar 1945 berisi
tentang perlindungan terhadap hak asasi manusig ggamin oleh negara.
Kelompok pendukung pidana mati beranggapan bahtdek thanya pembunuh
yang punya hak untuk hidup dan tidak disiksa, koerp@mbunuhan maupun
masyarakat luas juga punya hak untuk hidup danumikk tidak disiksa. Hal
inilah yang menjadi alasan bagi pihak yang mendgkpemberlakuan pidana
mati. Negara membutuhkan jaminan untuk menjagahidhip masyarakat berupa
sanksi pidana matt.

Pada tahun 2011 tercatat sebanyak dua belas @eraperundang-

undangan yang masih memiliki aturan tentang perakean pidana mati yaitu

" Hukuman Mati (online)http://id.wikipedia.org, diakses tanggal 6 OktoB@10.
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Urmgddukum Pidana
Militer, Undang-Undang No 15 tahun 2003 tentang Penantasan Tindak Pidana
Terorisme, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tgntdarkotika, Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,ddgelndang Nomor 20
tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, UndadgrgnNomor 26 tahun
2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undamiphlg Senjata Api,
Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi,ngrAdadang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Tenaga Atom, Undang-Undang Perub&f@n Penambahan
Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang HukumnBidertalian Dengan
Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangatan@® Kejahatan
Penerbangan Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prag®aagbangan. Daftar ini
mungkin akan bertambah panjang dengan adanya mgatanndang-undang
intelijen dan rancangan undang-undang rahasia aegarhitung lebih dari dua
puluh delapan terpidana mati yang telah menjaleselausi di Indonesit:
Ancaman pidana mati awalnya bersumber patdboek van Strafrecht
(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di masa koloBelanda) yang disahkan
pada tanggal 1 Januari 1918 sebagai Kitab Undamtptin Hukum Pidana yang
berlaku di Indonesia. Pemberlakuan Kitab Undangdugd Hukum Pidana
tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal Il AtBenalihan Undang-Undang
Dasar 1945 dan dikuatkan dengan undang-undang Nan@inun 1946 tentang
pemberlakukarWetboek van Strafreclmhenjadi Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana'® Beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang HuRigiana masih

12 Supriyadi Widodo EddyonoCatatan Atas Penggunaan Pidana Mati Di Indonesialite),
http://www.legalitas.org, diakses 5 Juli 2011.

13 praktek Hukuman Mati Di Indonesia (onlinefttp://www.kontras.org, diakses tanggal 5 Juli
2011.
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memuat ancaman pidana mati seperti yang terdapdd pasal 104 tentang
kejahatan keamanan negara atau makar, Pasal 1langeral-hal yang
menyebabkan terjadinya perang, Pasal 124 tentamipgrentakan di kalangan
angkatan perang, Pasal 140 tentang kejahatan tgrhmtjara sahabat dan kepala
negara sahabat serta wakilnya, Pasal 340 dan B&Satentang pembunuhan
berencana, Pasal 444 tentang kejahatan pelayana@ dgat di dalam pasal 479
tentang kejahatan penerbangan.

Pada tahun 1964 pemerintah menerbitkan undangagnddomor
2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan PidamaDdEam undang-undang
tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan eksekusadtgh terpidana mati
dilakukan dengan cara ditembak mati. Eksekusi @idaati dilakukan oleh regu
penembak dari Brigade Mobil atau Brimob yang dibkrdleh kepala kepolisian
daerah di wilayah kedudukan pengadilan yang memjaiu putusan pidana mati.
Regu tembak tersebut terdiri dari seorang Bintaradla belas orang Tamtama di

bawah pimpinan seorang Perwifa.

B. Kagjian Umum Tentang Perlindungan Hak Asas Terpidana

Perlindungan hak asasi merupakan perlindungan dephfhak-hak yang
melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati fiemdamental sebagai suatu
anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, darddngi oleh setiap individu,
masyarakat, maupun negara. John Locke mengemukiaédanasasi manusia
adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuledragai hak yang mutlak.

Hak-hak asasi tersebut tidak akan dapat dicabut kékuasaan apapun yang

4 pelaksanaan Hukuman Mati Kejahatan Narkotika (oslirhttp://hukumonline.com, diakses
tanggal 7 Oktober 2010.
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berasal dari manapun. Hak ini sifathya mendasarfatedamental bagi hidup dan
kehidupan. Pengertian bahwa hak asasi perorangan &blektif serta
tanggungjawab perorangan terhadap masyarakat dagsdamemerlukan
keseimbangan dan keselarasan. Hal ini sesuai dehgdfat dan martabat
manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sodf@seimbangan dan
keselarasan antara kebebasan dan tanggungjawapakanufaktor penting dalam
penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungjamak asasi tersebut.
Hak asasi manusia ditujukan agar berfungsi seh@gaiuan perilaku, melindungi
kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya pehsngetiap manusia untuk
menjaga harkat dan martabatnya. Di dalam kamus urBahmsa Indonesia
disebutkan bahwa hak memiliki arti sebagai beriRut;

1. yang benar;

2. milik atau kepunyaan;

3. kewenangan;

4. kekuasaan untuk berbuat sesuatu;

5. kekuasaan untuk berbuat sesuatu atatu untuk merasgsuatu;

6. derajat atau martabat.

Pengertian luas yang terdapat di dalam hak asasusia mengandung prinsip
bahwa hak adalah sesuatu hal yang dimiliki setiapng sebagai pemilik
keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggdpdigdanuhi atau diingkari.
Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, makg teemebut dapat
melakukan suatu hal seperti yang dikehendaki aeatindak seperti keabsahan

yang dimilikinya.

!5 0.C. Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Tevda#lan TerpidanaPT
Alumni, Bandung, 2006, halaman 3-4.
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Perlindungan Hak Asasi Manusia memiliki sejarahjgrag yang dimulai
dari martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan ganga dan tidak dapat
dicabut. Pengakuan martabat dan hak-hak tersebupalean dasar kemerdekaan,
keadilan dan perdamaian dunia. Hak asasi manusmggap sebagai sesuatu yang
penting untuk menjamin kehidupan manusia agar tetapusiawi dan menjaga
hak yang paling berharga, yaitu hak untuk menjaanusia. Istilah martabat dan
hak-hak kemanusiaan tersebut disebut sebagai hakmaanusia. Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusenyebutkan
sejumlah hak asasi yang bersifat mutlak, tidak dajgaurangi dalam keadaan
apapun dan oleh siapapun. Hak-hak tersebut artiart |

1. Hak untuk hidup;

2. Hak untuk tidak disiksa;

3. Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani;

4. Hak beragama;

5. Hak untuk tidak diperbudak;

6. Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaamdapan hukum;

7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yangaierkurut.
Hak-hak tersebut merupakan hak yang bersifat mutlsik hadapan hukum,
pengakuan, perlakuan serta perlindungan yang skamaraenimbulkan hak bagi
seseorang untuk menuntut kepada pemerintah atasandglam pemenuhan hak-
hak asasi tersebut. Pengakuan dari masyarakat nasienal terhadap
perlindungan yang tercantum di dalam Deklarasi é?tatan Bangsa-Bangsa

tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bebdrab&husus yang harus

8 |bid., halaman 5.
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dilindungi yaitu, kebebasan berbicara, kebebasaaghena dan bebas dari rasa
takut agar terciptanya sesuatu yang lebih mengi&atsekadar deklarasi belaka,
Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangmabentuk dua kovenan
dan satu protokol yang merupakan bagian dari eprpaiuk Perserikatan Bangsa-
Bangsa yang dinamakamternational Bill of Human Rightsang terdiri dart’

1. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia;

2. The International Covenant on Economic, Social @uttural Rights

3. Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik;

4. Optional Protocol to The International Covenant @ivil and Political

Rights
The International Covenant on Economic, Social abdltural Rights dan
Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik berisi ketentugang mengikat bagi negara-
negara yang meratifikasinya dan dimaksud untuk neengerlindungan kepada
pribadi manusia dalam bentuk ketentuan rinci temtights and FreedonBagi
negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsf belum atau tidak
meratifikasi perjanjian, pada dasarnya tidak ténk@uk harus melaksanakannya,
tetapi tetap memiliki tanggung jawab moral untukngteormati pelaksanaanya.
Indonesia telah meratifikasi Kovenan Hak-Hak Siglan Politik.

Konsekuensinya, beberapa ketentuan dalam SisteradiRer Pidana harus
mengalami perubahan. Pasal 14 ayat 3 Kovenan H&kSkbal dan Politiksecara
tegas menyebutkan bahwa setiap orang yang ditetagpddaagai tersangka atau
terdakwa mempunyai hak untuk diproses dan diagidepatnya. Penundaan tanpa

alasan seharusnya tidak boleh terjadi, karenathdlararti melanggar hak asasi

" perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Terpidana ()i http:/detiknews.com, diakses
tanggal 11 Maret 2011.
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tersangka dan terdakwa. Pelanggaran atas hak-hedngka, terdakwa maupun
terpidana oleh aparat penegak hukum yang merupakdnsistem sistem
peradilan pidana terjadi di berbagai belahan dulsia dikenal dengan istilah
miscarriage of justiceApabila seorang pejabat penegak hukum yang meyapun
kuasa dan wewenang untuk mengupayakan tercapaiewail&n, ternyata
menggunakan kuasa dan wewenang yang ada padairyayoguk memberikan
ketidakadilan, pada saat itulah terjadscarriage of justicatau kegagalan dalam
menegakkan keadilan. Lemahnya Sistem Peradilam®idialndonesia membuka
peluang bagi oknum polisi, jaksa atau hakim untulenyalahgunakan
wewenangnya sehingga karena kekuasaan yang adadpeya, mereka dapat
memperkaya dirinya. Dalam Sistem Peradilan Pid&etentuan perlindungan
terhadap hak asasi tersangka, terdakwa dan tegi@ngarah pada kewajiban
utama negara melalui Hukum Acara Pidana agar sejdémgan tujuan dari
Hukum Acara Pidana, yaitu untuk mewujudkan dan armair) kebenaran sesuai
dengan perikemanusiaan.
Kegagalan dalam menegakkan keadilan mempunyai teampgpenting,
yaitu:'®
1. Kegagalan dalam menegakkan keadilan tidak hanyzatees pada produk

pengadilan atau dalam Sistem Peradilan Pidangi teiga dapat terjadi di

luar pengadilan, dalam bentuk seluruh kekuasaanpdaegak hukum yang

bersifat memaksaercive powers
2. Kegagalan dalam menegakkan keadilan dapat dilerkbagdalam hukum,

misalnya dalam bentuk legalisasi biaya-biaya ticskni;

8 0.C. Kaligis,Op.Cit, halaman 13.
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3. Kegagalan dalam menegakkan keadilan juga mencakigmihan negara

ketika menjalankan tanggungjawabnya;

4. Kegagalan dalam menegakkan keadilan berkaitan ddmgaasasi manusia.
Gejala kegagalan dalam menegakkan keadilan akdratatahgunaan kekuasaan
di kalangan penegak hukum dalam suatu kasus pidakannya tidak disadari
oleh Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor Buifal981 tentang
Hukum Acara Pidana belum memberikan jaminan optumalk melindungi hak
asasi tersangka, terdakwa dan terpiddna.

Keberadaan pidana mati dinilai bertentangan demmatindungan hak
asasi terpidana. Tuntutan atas pemenuhan seriadpgryan terhadap hak asasi
terpidana menjadi salah satu kewajiban negaraipekalerpidana telah terbukti
bersalah karena telah melakukan tindak pidana.kRiliek yang menentang
keberadaan pidana mati di Indonesia mengecam agadgaa mati dengan cara
memperjuangkan hak asasi terpidana. Bagi kalangaselut, pidana mati
tidak layak dan tidak pantas diberlakukan bagiitienpa kasus apapun karena hak
mencabut nyawa seseorang bukanlah wewenang ndgarsiaun juga. Hak dan
wewenang tersebut hanya dimiliki oleh Tuhan.

Pemahaman Perlindungan hak-hak asasi terpidarlai gpenting untuk
pendidik. Beberapa pemahaman pendidik mengenangengan hak-hak asasi
terpidana akan tercermin di dalam proses belajargajar yang mempengaruhi
peserta didik. Seorang guru yang paham tentangng@erigan hak-hak asasi
terpidana akan selalu menanamkan hakikatnya dplases pembelajaran dan

membentuk pribadi peserta didik yang baik.

190.C. Kaligis,Op.Cit, halaman 14.
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BAB |11
METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundadgngan $tatute
Approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara Imierserta
menganalisis berbagai aturan hukum yang menjadisf@ekaligus tema sentral
suatu penelitia®® Pendekatan di atas dimaksudkan untuk mengkajinketa
pidana mati serta mampu menjadi pertimbangan-peaingan baru dalam hal
pantas atau tidaknya ancaman pidana mati tersetaytt dipertahankan atau tidak
berdasarkan peraturan yang tertulis terkait masgleindungan hak asasi
terpidana. Hal ini juga ditujukan untuk membandi@mgkpendapat ahli dari
literatur, jurnal, koran, dan artikel dari interrssbagai bahan pendekatan untuk
menganalisa serta melakukan wawancara kepada phrau&kum pidana serta
orang-orang yang dianggap berkompeten untuk merkanugperundangan
mengenai permasalahan tersebut dan para pihakdranggap mengetahui dan
mengerti tentang permasalahan yang dikaji. Melpgndekatan-pendekatan ini
maka diharapkan mampu menggali bahan-bahan hulaiknyéng dipublikasikan
maupun yang tidak dipublikasikan dan untuk selaymtakan dianalisa dan
memperoleh kesimpulan atas permasalahan terselddasaekan data-data yang
diperoleh. Pendekatan-pendekatan ini dilakukan @englan menelusuri bahan-
bahan pustaka, baik literatur, undang-undang, penatperaturan yang

dikeluarkan oleh pemerintah serta teori-teori yada.

2 Johnny IbrahimTeori Dan Metodologi Penelitian Hukum NormaBfayumedia, Malang, 2005,
halaman 302-315.
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B. Jenisdan Sumber Data
1. Bahan Hukum Primer
Berupa peraturan perundang-undangan dan liteyaing terkait dengan
pemberlakuan pidana mati di Indonesia bagi bebetiapak pidana khususnya
penyalahgunaan narkotika yang menimbulkan pro derr& serta hal-hal yang
mendasari berlakunya hukum itu sendiri antara lain:
a. Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945;
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Adasusia;
d. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Pqlitik
e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.
2. Bahan Hukum Sekunder
Berupa bahan pendukung dari bahan hukum primemgedn dapat
membantu analisa yang lebih mendalam, meliputi:
a. Literatur berupa buku-buku yang berisi teori-tetan pendapat ahli hukum;
b. Karya tulis dalam bentuk jurnal hukum, skripsi daporan penelitian yang
relevan dengan eksistensi pidana mati terkait mparhigan hak asasi
terpidana serta pertimbangan-pertimbangan yand ldgéam hal mencari
solusi untuk menyelesaikan permasalahan pantastidttnya keberadaan
pidana mati dipertahankan sebagai bentuk pidanakptécberat di dalam
sistem hukum pidana Indonesia;
c. Artikel dalam jurnal hukum di internet.
d. Wawancara dan pemberian kuesioner kepada respgratanahli hukum

serta mahasiswa, khususnya sebagai responden.
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3. Bahan Hukum Tersier
Berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun lpsaje untuk
membantu bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:
a. Kamus Hukum.

b. Kamus Bahasa Indonesia dan Inggris.

C. Metode Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan metode penulusurdormasi yuridis,
melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasitotie penelusuran bahan
hukum ini dilakukan dalam bentuk kajian terhadamlang-undang, literatur,
dokumen-dokumen, karya ilmiah dan berita pada meterBahan hukum primer
didapat dengan cara menggali dokumen-dokumen gematuran perundang-
undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bdh&um sekunder didapat
dengan cara mengutip penjelasan dari peraturamgeang-undangan yang terkait,
menelusuri pendapat para ahli hukum yang ada dindditeratur dan jurnal
mengenai asas-asas hukum pidana, sistem pemidainaak, pidana, pidana mati
serta perlindungan hak asasi terpidana melaluisaksernet berupa tulisan dalam
artikel-artikel hukum. Untuk bahan hukum tersiedagiat dengan memilih
narasumber (para ahli hukum pidana) yang dianggagxompeten dengan
permasalahan yang ada.

Studi dimaksudkan untuk mendapatkan landasantetani yang ada guna
mendukung analisa penelitian. Setelah sumber daeoléh dan dikumpulkan
melalui proses identifikasi serta pemikiran yanggido dapat ditarik suatu

kesimpulan untuk mendapatkan data yang konkrit. irigjuga ditujukan untuk



22

mencari pertimbangan-pertimbangan yang layak eésias aspek yang ada dalam
hal pantas atau tidaknya keberadaan pidana matitdipankan di sebuah negara
yang menjunjung tinggi konstitusi, terkait perliman hak asasi terpidana
dengan harapan pertimbangan-pertimbangan tersaypak untuk diperjuangkan

di kemudian hari.

D. Teknik Analisa Bahan Hukum

1. Deskriptif
Yaitu menganalisis data dimana data yang diperdiah hasil penelitian
bahan hukum diolah dan disusun secara sistematigdidaaikan, sehingga
diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentapekgpenelitian.

2. Kualitatif
Data yang diperoleh dari hasil penalitian dipiséapkan, diambil yang
memiliki relevancedengan permasalahan untuk kemudian dikaji lebijuta

dan disusun secara sistematis, sehingga dipere®mgulan.

E. Definisi Konseptual

1. Eksistensi pidana mati adalah keberadaan pidaniayarad berupa hukuman
tembak mati yang terdapat di dalam sistem hukuranaidli Indonesia.

2. Perlindungan hak asasi adalah perlindungan terhpdapenuhan hak atau
kewenangan yang melekat pada diri individu sejdkvidu tersebut lahir dan
secara kodrati yang tidak dapat dirampas atau didaberadaannya.

3. Terpidana adalah seseorang yang akan menjalani nfarkusetelah

mendapatkan putusan hakim atas kejahatan yangukaa.
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BAB IV
PEMBAHASAN
A.Kedudukan Pidana Mati Dilihat Dari Sudut Pandang Pasal 28 A Dan

Pasal 28 | Undang-Undang Dasar 1945

Ada dua hal di dalam penafsiran isi Pasal 28 A Hasal 28 | ayat 1
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Dasar tétGaranya:

1. Penafsiran yang menyatakan bahwa isi dari Pasald2®APasal 28 | ayat 1
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Dasar 19dBberikan
batasan-batasan terhadap hak-hak asasi manusaé ksgtannya dengan
kewajiban asasi manusia.

Penafsiran mengenai pembatasan hak-hak asasi imasersa adanya
suatu kewajiban asasi manusia ditegaskan di dalaoséh Mahkamah Konstitusi
Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa pelaaampidana mati harus
memperhatikan empat hal penting, antara 1ain:

a. Pidana mati bukan merupakan suatu bentuk pidanakpokelainkan
sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif.

b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percaad@ama sepuluh tahun.
Apabila terpidana berkelakuan terpuji, maka hukunterpidana dapat
diubah dengan pidana penjara seumur hidup atangioenjara selama dua
puluh tahun.

c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-gang belum dewasa.

d. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil esgosang yang sakit

L penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Di Indime (online)

http://www.lawskripsi.com, diakses tanggal 17 Felor@011.
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jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebetamrkan dan

terpidana yang sakit jiwa tersebut dinyatakan sémbu
Mahkamah Konstitusi menafsirkan pidana mati dengadang-Undang Dasar
1945 berdasarkan keinginan yang sebenarnya darbgreok Undang-Undang
Dasar 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi matagé dibatasi. Hal ini
diperkuat dengan penempatan Pasal 28 J Undang-gridasar 1945 sebagai
pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatang hak asasi manusia di
dalam Bab XA Undang-Undang Dasar 1945. Secara pemafsistematis, hak-
hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28 A aadengan Pasal 28 |
Undang-Undang Dasar 1945 tunduk pada pembatasaradssk manusia yang
diatur dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 194Bulit penafsiran tersebut,
ketidakmutlakan hak untuk hidup terdapat di dalajurselah instrumen hukum
internasional yang mengatur tentang hak asasi meagagu, Deklarasi Universal
Hak-Hak Asasi Manusia Kovenan Internasional tentdak-Hak Sipil dan
Politik, Protokol Tambahan | Tahun 1949 Konvensh d@erkaitan dengan
Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasiprizrotokol Tambahan Il
tahun 1949 Konvensi dan Berkaitan dengan Perlinglungorban Non-
Internasional Konflik Bersenjata, Statuta Roma Kamsi Internasional Pidana,
Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dabdbasan Fundamental,
Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, Protd¥o 6 untuk Konvensi
untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebeb&ssmamental mengenai

Penghapusan Hukuman M&ti

%2 SahetapyQp.Cit, halaman xxvi.
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Prof. Maria Farida berpendapat bahwa keberadaaanaidnati tidak

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. P8shldan Pasal 28 J

Undang-Undang Dasar 1945 dinilai tidak saling beaegan. Isi Pasal 28 J

Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah sebaghube

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusrany
lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbamgtan

bernegara.”

. “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiapngra

wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan ngda
undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebazarg

lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuamnghn
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkamab@dlam menjalankan

hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduladeepembatasan yang

ditetapkan oleh undang-undang. Hak dan kebebassebtd, bukan hanya hak

bagi terpidana saja, melainkan juga hak orang Rutusan pidana mati diberikan

karena dalam menjalankan hak asasinya, terpiddah teelanggar hak asasi

orang lain. Pidana mati ditujukan untuk melindumgasyarakat yang tidak

menginginkan terulangnya tindak-tindak pidana teuséaik oleh pelaku yang

sama maupun orang l&ih.

% Hukuman Mati Senafas Dengan Semangat Perlindungak Msasi Manusia (online).
http://hukumonline.com, diakses tanggal 21 Febr2@dil.
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Pembatasan atas hak asasi manusia yang diatuPakdl 28 J Ayat 2
Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diberlakukatuku hak-hak asasi
manusia yang diatur dalam pasal 28 | Ayat 1 Undadndang Dasar 1945, karena
adanya frasa dalam keadaan apapun. PenafsiranNPaigh Farida inilah yang
diterima oleh sebagian besar hakim Mahkamah Kaosstit

Aspek penerapan pidana mati juga telah menjadirbpegimbangan oleh
kalangan yang tetap mendukung keberadaan pidanadmbitdonesia. Hal ini
dibuktikan dengan penerapan pidana mati berlakui Ip@dpku kejahatan-
kejahatan luar biasa seperti terorisme, narkotka,ipsi, pelanggaran hak asasi
manusia yang tergolong berat serta beberapa timmdina lainnya yang
mengancam pelaku kejahatan dengan ancaman piddnselmagai bentuk pidana
pokok paling berat yang ada di dalam Kitab Undamgldshg Hukum Pidana.
Pertimbangan tersebut ditujukan bagi kejahatanhladgen luar biasa yang juga
memerlukan penanganan luar biasa.

Di dalam ketentuan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Polgiasal 6 ayat 2
menyebutkan bahwa ketentuan tersebut melaranggparepidana mati, tetapi di
dalam aturan tersebut juga terdapat adanya pelbagignegara-negara di dunia
termasuk Indonesia untuk menerapkan pidana matyshamtuk kejahatan-
kejahatan luar biasa. Hal inilah yang juga mengasan bagi kalangan-kalangan
yang tetap mendukung keberadaan pidana mati dingsia. Penafsiran pidana
mati secara konstitusi tidak bertentangan dengaangrundang yang ada serta

hak asasi manusfa.

4 SahetapyQp.Cit, halaman xxviii.
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Di dalam buku yang ditulis oleh Prof. Jimly Assghgle yang berjudul
Hukum Tata Negara Darurat, beliau mengemukakamw&dtak-hak asasi yang
ada dapat dibatasi oleh ketentuan Pasal 28 J ayatlang-Undang Dasar 1945.
Pembatasan tersebut berlaku bagi hak asasi yamg pgma seperti yang diatur
di dalam Pasal 28 | ayat 1 Undang-Undang Dasar .198#%0f Jimly juga
menjelaskan apabila Pasal 28 J ayat 2 Undang-UnBassgr 1945 ditafsirkan
dapat merelatifkan Pasal 28 | ayat 1 Undang-Und&agar 1945, maka
penafsiran yang demikian merupakan suatu bentulkfgiean yang dipaksakan
karena karakteristik ketentuan yang dirumuskanndd@asal 28 J Undang-Undang
Dasar 1945 tersebut berbeda dengan hal-hal yangdskan di dalam Pasal 28 |
Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan tersebut ddipat dari isi mengenai
rumusan-rumusan dan ketentuan-ketentuan yang dditutalam pasal-pasal
tersebut. Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 | dAdadang Dasar 1945 berisi
mengenai rumusan ketentuan hak-hak asasi manusiangkan Pasal 28 J
merupakan pasal yang merumuskan ketentuan meri@najiban asasi manusia
yang tidak lagi berisi mengenai hak-hak asasi manus

Prof Jimly membagi serta membedakan mengenai ketentasasi
manusia. Hal-hal yang mengatur tentang hak-hak asasusia dan hal-hal yang
mengatur tentang kewajiban asasi manusia. Keterteerdang kewajiban asasi
manusia bersifat mutlak dan ketentuan mengenaihhikasasi manusia tidak
bersifat mutlak . Kewajiban asasi manusia dan fekdsasi manusia merupakan

dua hal yang berbeda dan tidak dapat disam&kan.

% pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia {o@) http://facebook.com, diakses
tanggal 23 Februari 2011.
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2. Penafsiran yang menyatakan bahwa isi dari Pasaldz8APasal 28 | ayat 1
Undang-Undang Dasar 1945 berlaku mutlak

Bagi kalangan yang tidak menginginkan pemberlakypéstlana mati
menegaskan bahwa Pasal 28 A Undang-Undang Dasér tidik memberikan
kualifikasi terhadap hak untuk hiduthé right to lif§. Kualifikasi ini diberikan
oleh Pasal 28 | ayat 1 Undang-Undang Dasar 194§ yaenyatakan hak untuk
hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapairadigi dalam keadaan
apapun. Di dalam Pasal 28 | ayat 1 Undang-UndarspiDE945, arti frasa tidak
dapat dikurangi dalam keadaan apapun, mengartikhwd Pasal 28 | ayat 1
Undang-Undang Dasar 1945 tidak menginginkan adpitgma mati. Pidana mati
dianggap sebagai pengingkaran atas hak untuk hitlupungan antara hak untuk
hidup dan pidana mati secaeksplisit dapat ditemukan di dalam ketentuan
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dantiRd]International Covenant
on Civil and Political Right

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dawolitiR merupakan
sebuah instrumen hukum internasional yang telabhdlen melalui Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesalavenan Internasional
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Di dalam Pasayat 1 Kovenan Internasional
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ditegaskan bataé untuk hidup merupakan
hak mutlak yang melekat di dalam diri seseorangasaeperti Pasal 28 | ayat 1
Undang-Undang Dasar 1945 yang juga menegaskan baawauntuk hidup

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikucatain keadaan apapth.

% Todung Mulya LubisQp.Cit, halaman 27-31.
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Sistematika Pasal 6 Kovenan Internasional tentdag-Hak Sipil dan
Politik menegaskan bahwa pidana mati tidak kompatiengan hak untuk hidup.
Walaupun semangat Kovenan Internasional tentangHd#kk Sipil dan Politik
adalah menghendaki dihapuskannya pidana mati, Kovémernasional tersebut
masih memperbolehkan dilakukannya pidana mati (2yatengan memberikan
batasan-batasan yang sangat ketat dalam penerapanny

Kehendak untuk menghapus pidana mati tercermidathm paragraf 6
General CommenNumber 6: Article 6 (rights to life Kovenan Internasional
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang diterbitkaleh Komite Hak-Hak Asasi
Manusia yang merupakan suatu badan yang dibentottassrkan Pasal 28
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dantiRol

Di dalam traktat-traktat hak asasi manusiangan rights treatigsbahwa
dalam keadaan darurat, negara dapat mengurangjikaarmya untuk memajukan
atau melindungi hak asasi seperti yang diatur Isartfan traktat-traktat tersebut.
Hal ini tidak dapat diterapkan pada semua jenisdsalsi. Sejumlah hak-hak asasi
manusia yang sangat penting yang tidak diizinkalakdkan pengurangan
kewajiban walaupun negara dalam keadaan daruratlipehk. Hak-hak asasi
tersebut dikenal dengan istilalon derogable rightsSalah satu bentutak asasi
manusia yang dikategorikan sebag@n derogable rightsdi dalam Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik latiahak untuk hidup. Komite
Hak-Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak untikphadalah hak asasi
manusia tertinggi yang tidak bisa dilakukan penggaa kewajiban terhadap hak

tersebut dalam keadaan apapln.

%7 |pid., halaman 30-31.
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Di dalam Pasal 28 A dan Pasal 28 | Undang-Undaagab 1945 yang
mengatur mengenai hak asasi manusia memiliki pelmedaantara kedua pasal
tersebut. Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 rhangentang hak hidup
seseorang. Pasal 28 | Undang-Undang Dasar 1945aterntgntang hak asasi
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaapuap Penafsiran di dalam
frasa tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapwmurat kalangan yang
menentang pemberlakuan pidana mati, arti fras@latsberlaku baik di dalam
keadaan normal atau tidak dalam keadaan darudak tlalam keadaan perang
atau tidak dalam keadaan sengketa bersenjata madglam keadaan tidak
normal atau keadaan darurat, dalam keadaan peeandallam keadaan sengketa
bersenjata. Hak hidup tidak dapat dikurangi olegan@ pemerintah, maupun
masyarakat. Hak hidup bersifabn deregoble human rightatinya hak hidup
seseorang tidak dapat disimpangi dalam keadaamapBak hidup tidak bersifat
deregoble human righ&tinya dapat disimpangi dalam keadaan daraurateata
alasanyang diatur di dalam peraturan perundang undanggperti melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.

Maksud dari frasa dalam keadaan apapun, termasikmndkeadaan
perang, sengketa bersenjata dan atau keadaan tdadwabila negara,
Pemerintah, seseorang atau sekelompok orang mewgglahkan merampas hak
asasi manusia berupa hak hidup yang merupakan drak paling kodrat berarti
melanggar hak asasi manusia. Penjelasan mengehani ardapat di dalam
penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahu@ I88dtang Hak Asasi

Manusia®®

% Hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia (onlinbjtp://legalitas.org, diakses tanggal 01 Maret
2011.
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Hak-hak asasi manusia yang wajib dilindungi danajiikan oleh negara
diatur di dalam Pasal 4 ayat 2 Kovenan Internasitamaang Hak-Hak Sipil dan
Politik sama dengan hak-hak asasi yang diatur ldnd®asal 28 | ayat 1 Undang-
Undang Dasar 1945. Hak-hak asasi yang dimiliki &letiua aturan tersebut dapat
dibandingkan melalui tabel berikut ifii:

Tabel 4.1

Perbandingan Hak Asast Manusia Dalam Pasal 28 | ayat 1 Undang-Undang
Dasar 1945 Dengan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan

Politik
Nomo| Pasal 28 1ayat1l Undang-{ Kovenan Internasional tentang Hak-Hak
r Undang Dasar 1945 Sipil dan Politik
1 Hak untuk hidup. Pasal b Hak untuk hidup.

Hak untuk tidak dikenakan
penyiksaan, perlakuan,
2 Hak untuk tidak disiksa. Pasal| 7hukuman lain yang keji yang
tidak manusiawi ataupun
merendahkan martabat.
Hak kemerdekaan pikiran dan Pasal | Hak atas kebebasan berpik

=

hati nurani. 18 berkeyakinan dan beragama.
4 Hak beragama.
Hak untuk tidak diperbudak, Pasal 8| Hak untuk tidak diperbudak
ayat 1 (slavery).
6 Pasal 8 Hak untuk tidak
ayat 2 diperhambakan.
- Hak untuk diakui sebagai | Pasal Hak untuk diakui sebagai

pribadi di hadapan hukum.| 16 pribadi dihadapan hukum.
Hak untuk tidak dituntut atas Hak untuk tidak dituntut atas

\"2ZJ
\"ZJ

8 dasar hukum yang berlaku Pfgal dasar hukum yang berlaku
surut. surut (asason retroactivé.
Hak untuk tidak dipenjara
9 Pasal | karena tidak dapat memenuhi
11 kewajiban berdasarkan suatu
kontrak.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa hak-hak asasi g&etpmpokkan ke dalam
Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan hakdwsi manusia yang

tergolong sebagaion derogable rightsnemiliki banyak kesamaan dengan Pasal

? Todung Mulya LubisQp.Cit, halaman 33-34.
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4 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dantitiR. Kovenan tersebut
juga merupakan pedoman bagi Majelis Permusyawardakyat ketika
membahas amandemen kedua Undang-Undang Dasar Heib tghun 2000.
Ketentuan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak 8gn Politik yang terkait
dengannon derogable rightsangat relevan dijadikan sebagai titik acuan dalam
menafsirkan frasa hak asasi manusia yang tidakt ahkarangi dalam keadaan
apapun, yang terdapat di dalam Pasal 28 | ayatdhtiirtUndang Dasar 1945.

Logika keberadaamon derogable rightsdalam instrumen-instrumen
internasional mengenai hak asasi manusia termasmkenan Internasional
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mengatur tentareybagai jenis hak asasi
manusia. Negara yang menjadi pihak dari instrureesebut diperbolehkan untuk
mengambil langkah-langkah yang dapat menguradgro@atior) kewajiban
negara dalam melindungi dan memajukan hak asasusizrapabila negara
tersebut berada di dalam keadaan darurat atau d&leataan perang.
Pengurangan kewajiban tersebut juga mempunyaidatzstasan tertentu.

Kovenan tersebut secara tegas menyatakan bahwbatssan terhadap
pengurangan kewajiban asasi manusia tidak dapakudin untuk semua hak
asasi. Sejumlah hak asasi yang sangat penting Yidag dapat dikurangi
perlindungan dan pemenuhannya di dalam keadaarumapgepmasuk di dalam
keadaan darurat yang ditetapkan oleh negara. Hak-asasi tersebut
dikategorikan sebagabn derogable rightsermasuk hak untuk hidu.

Hal mengenai hak-hak asasi manusia yang berlaktlaknaersebut,

ditegaskan oleh Pasal 4 Kovenan Internasional ngritiak-Hak Sipil dan Politik

% Todung Mulya LubisQp.Cit, halaman 35.
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dan Pasal 28 | ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945afétean inilah yang
digunakan oleh kalangan-kalangan yang menentamgnapemberlakuan pidana
mati di Indonesia.
B. Kedudukan Pidana Mati Dilihat Dari Sudut Pandang Hak Asas Manusia
Abad kedua puluh ditandai dengan usaha untuk mewgksikan hak-hak
individu yang sifatnya kodrat menjadi hak-hak huki#alah satu usaha terbesar
abad ini di dalam sejarah manusia ialah merumusk@mdar keseluruhan
mengenai hak-hak asasi manusia di dalam deklarasg ydikenal dengan
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusi&njversal Declaration of Human
Rightg. Hak-hak yang menonjol di abad kedua puluh iralald hak-hak sosial
ekonomi dan hak untuk mendapatkan sesuatu. Perkeabakonsep hak-hak

asasi manusia mulai dari abad ke ketujuh belas @ahgngan abad kedua

puluh®!
Tabel 4.2
Perkembangan Hak-Hak Asasi Manusia
Normo Abad XVII Abad XVl Abad XIX Abad XX
Hak-hak asasi Ditambah Konversi hak-
manusia yang| Hak-hak kodrat| dukungan etik | hak manusia

bersumber dar

dirasionalkan

dan utilitarian

yang sifatnya

A hak-hak kodraff dalam kontrak | dan munculnya| kodrat menjadi
serta hukum sosial. paham hak-hak hukum
kodrat. sosialisme. (positif).
2 Qlelale Kebebasan sipil Lk Hak-hak sosial
politik. partisipasi.
3 Individualisme | Individualisme
Kuantitatif. kualitatif.

31 philipus M. HadjonPerlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonedi@radaban, Surabaya, 2007,

halaman 40-44.
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Hak-hak tersebut mendapat pengaruh dari konsep yarg menekankan hak-hak
dan kebebasan yang melekat di dalam kodrat maryasig berstatus sebagai
suatu individu dan hak-hak tersebut berada di aéggra yang bersifat mutlak
serta tidak dapat diganggu gugat. Hak asasi mamusiaurut pandangan barat
mengharuskan negara memberikan jaminan keamanadidgan dan hak-hak
asasi manusia lainnya untuk membendung pengarualisoge dan komunisme
serta mendesak agar setiap negara ikut campumalai@m memberikan jaminan
hak-hak asasi manusia kepada setiap warga negaranya

Hak-hak asasi manusia yang terdapat di dalam aphepasal dari
Undang-Undang Dasar 1945 tidak terlepas dari dejaa#t-hak asasi manusia itu
sendiri. Pasal-pasal yang menyangkut tentang hlkasasi manusia tersebut
tidak mengartikan bahwa hak-hak lain tidak dialRasal-pasal itu tidak bersifat
limitatif dan dibalik itu, sumber pengakuan terhaut@ak-hak asasi manusia adalah
Pancasila yang sila-silanya dicantumkan di dalamlpg&kaan Undang-Undang
Dasar 1945. Setiap langkah yang menyangkut halabagi manusia di Indonesia
harus berpedoman kepada Pancasila sebagai sunmgakpan akan harkat dan
martabat manusia.

Dengan terbentuknya Republik Indonesia, Pancafijedikan sebagai
dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Olen&aite, pengakuan terhadap
harkat dan martabat manusia bukanlah hasil suatuapgan bertahun-tahun
tetapi pengakuan tersebut secara intrinsik mele&da Pancasila yang tercermin
dalam sila-silanyd> Konsep hak-hak asasi manusia yang tersirat dindala

Pancasila dan yang terdapat di dalam Undang-UnDasgr 1945 juga mendapat

%2 Hak Asasi Manusia Dalam Islam (onlinehttp://www.angelfire.com, diakses tanggal 03 &tar
2011.
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pengaruh dari konsep negara-negara barat mengeahkahak asasi manusia.
Konsep hak-hak asasi manusia menurut konsep neggeaa barat berdasar
kepada tanggungjawab terhadap kebijakan-kebijakaia &ewajiban-kewajiban

negara terhadap warganya sehingga prinsip yangrneéung dalam konsep hak-
hak asasi manusia adalah tuntutan akan hak terhsstggra menjadi kewajiban
yang harus dipenuhi oleh negara. Konsep Inilah ya&egiwudian menjadi

perumusan konsep hak-hak asasi manusia oleh neggasa liberal dan kapital
pada abad ke dua puluh satu. Perkembangan kongepakaasasi manusia
semakin lama semakin menuntut peran negara daldmpdrgaminan dan

perlindungan terhadap warga negaranya dan juglpgltalak pidana.

Ide tentang hak asasi manusia yang berlaku pada isa bermula
semenjak perang dunia kedua. Selama perang tefsetbamgsung, banyak pihak
yang menilai adanya ancaman dari pemerintahanrHglbadap hak-hak asasi
manusia yang tidak dijamin serta dilindungi olelgar@. Pemerintahan Hitler
dianggap telah melanggar hak-hak asasi manusiaawsggaranya. Konsep hak
asasi manusia yang pertama kali diperjuangkan &dé&im Locke merupakan hak
asasi manusia yang terpenting. Hak-hak tersebutsib&ntang hak atas
kehidupan, hak atas kebebasan dan hak atas kekpsibadi. Pasal 3 Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa seifapg berhak atas
penghidupan, kebebasan dan keselamatan individia $&asal 5 Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia juga menegaskan balnek seorangpun boleh
disiksa, diperlakukan secara kejam, dihukum sedatak manusiawi atau

direndahkan martabatnya.

% Marianus KledenHak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komynamalera, Yogyakarta,
2008, halaman 57-60.
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Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang meteka&lam martabat
manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak-haklatglibawa semenjak lahir
sehingga hak-hak tersebut bersifat kodrati dan mukerupakan pemberian
manusia atau negara. Penjatuhkan suatu putusaadégrhseorang terpidana
memungkinkan terjadinya kesalahan-kesalahan olkimhapalagi di dalam dunia
peradilan yang masih cenderung korup. Hal inilafgyaenjadi salah satu alasan
bagi kalangan yang menentang pemberlakuan pidatiaumtak tetap berjuang
menghapus pidana mati di Indonesia. Pidana maingdiap cukup rentan
dijatuhkan kepada orang-orang yang tidak bersakam dinilai sebagai suatu
bentuk pemidanaan yang merendahkan harkat danbaanenusia.

Pengakuan harkat dan martabat manusia di Indormesiagalir dari
pancasila yang mengangkut eksistensi manusia Selagihluk sosial dan
sebagai makhluk pribadi. Sebagai makhluk sosiaividu warga negara tidak
hanya menuntut haknya terhadap negara, tetapinieggadari apa kewajibannya
terhadap negara yang telah dibangun atas keheretaknba sebagai dorongan
kodrat untuk hidup bermasyarakat. Atas dasar iniaéris-Garis Besar Haluan
Negara merumuskan bahwa pembangunan nasional adatajgungjawab
pemerintah dan masyarakat, yaitu tanggungjawalbueBangsa IndonestaHal
tersebut membedakan konsep hak-hak asasi manustg bersumber kepada
Pancasila dengan konsep barat, meskipun di dalarnusebelumnya dikatakan
bahwa dalam proses perkembangannya, konsep banange hak-hak asasi
manusia telah diilhami oleh unsur sosial sehingfgd sdividualisme cenderung

luntur. Ada perbedaan yang prinsipil karena dalamskp negara-negara barat

% Hak Asasi Manusia Dalam Hukuman Mati Serta Implemsnya Di Indonesia (online)
http://lipi.go.id, diakses tanggal 05 Maret 2011.
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yang telah diilhami oleh pikiran-pikiran sosial,ngertian hak sebagai tuntutan
tetap menonjol dan bahkan yang dituntut dari neganaakin besar.

Pada abad sembilan belas, yang menonjol adalahjikew yang harus
dilaksanakan, tetapi pada abad dua puluh yang n@nadalah hak yang harus
diterima terutama dalam bidang sosial ekonomilddiural. Hak-hak inilah yang
memaksa bahwa negara bertanggung jawab terhadagnpban hak-hak asasi
manusia bagi setiap warga negaranya termasuk gengan hak-hak asasi
manusia yang diberikan negara terhadap pelakukipdizna.

Prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusiagysangat fundamental
dalam hukum pidana materil memiliki dua asas yaaling penting, yaitu asas
legalitas dan asas kulpabilitas. Kedua asas ters#itegaskan dan dirumuskan
secara eksplist di dalam konsep Kitab Undang-Undduigum Pidana baru edisi
tahun 1993, yaitu di dalam pasal 1 untuk asasitaegalan Pasal 35 untuk asas
kulpabilitas. Kebijakkan konsep tahun 1993 itu rhaditeruskan sampai konsep
yang terakhir edisi tahun 2005. Kitab Undang-Und&hgkum Pidana hanya
mencantumkan asas legalitas secara tegas di datea B, sedangkan asas
culpabilitas tidak dirumuskan secara ekspfisit.

Hak asasi manusia berkaitan erat dengan nilai-kémanusiaan. Sistem
pemidanaan yang digunakan berorientasi kepadangerigan hak asasi manusia
yang dapat diartikan sebagai sistem pemidanaan rhistisa atau sistem
pemidanaan yang berorientasi pada konsep indivghsal pidana. Sistem
pemidanaan yang manusiawi memberi kemungkinan addleysibilitas atau

elastisitas pemidanaan dan perubahan terhadap quenge sistem pemidanaan.

% Philipus M. HadjonOp.Cit, halaman 57-61.
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Sistem tersebut memberikan kemungkinan bagi hakirtuku memilih suatu
bentuk pemidanaan yang paling sesuai dengan kastiki@tau kondisi terpidana
serta memungkinkan adanya suatu perubahan pelaksapédana yang
disesuaikan dengan perkembangan terpidana. Peambalstem tersebut,
terrgolong konsep yang tidak menganut prinsip pamadn yang bersifat absolut.
Fleksibilitas atau elastisitas serta perubahartulkdmentuk pemidanaan
diimplementasikan di dalam kebijakan-kebijakan sebaerikut®®

a. Sanksi yang tersedia di dalam konsep yang berugangi Pidana tersebut
terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. &lamh penerapannya,
terdapat pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan gartsanksi alternatif;

b. Pada prinsipnya, sanksi yang dapat dijatuhkan hdaidana pokok yang
tercantum dalam perumusan delik. Hakim juga dapatjatuhkan sanksi
lainnya yang tidak tercantum apabila hal tersebpérolehkan menurut
Buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diaaa umum;

c. Hakim dapat memilih alternatif pidana lain yangaldtercantum dalam
perumusan delik yang bersangkutan bagi sanksi gigang diancam secara
tunggal,

d. Hakim dapat menerapkan pidana secara kumulatif $&gksi pidana yang
diancam secara alternatif;

e. Sanksi yang telah dijatunkan dan telah memilikidakn tetap, masih dapat
disesuaikan kembali sesuai dengan perkembangarkataajuan terpidana

di dalam pelaksanaannya;

% Barda Nawawi Arief,Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum PidBatam
Penanggulangan KejahataKencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal&&
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f. Terpidana yang telah terbukti bersalah karena temgtakukan tindak
pidana, dapat dimaafkan atau diberikan pengampuakei hakim
(rechterlijkpardor) dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu tanpa
adanya putusan yang menjatuhkan sanksi pidanadegharpidana;

g. Bagi terpidana seumur hidup yang telah menjalaganqa penjara selama
sepuluh tahun dengan berkelakuan baik, hukumanagyatdiiubah menjadi
penjara paling lama lima belas tahun. Hal ini megkiman bagi tepidana
untuk memperoleh keringanan hukuman berupa pelefmsayarat’

h. Pelaksanaan pidana mati yamg ditunda dengan salemduh tahun dapat
diganti dengan pidana percobaan selama sepuluh.téhdana mati dapat
diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atajagedua puluh tahun
apabila selama masa percobaan terpidana menunjugikap yang baik,
sekalipun putusan pidana mati telah dijatuhkanaspgrmohonan grasi
terpidana ditolak.

Selama instrumen hukum yang memberikan ancamanngidaati masih
dipertahankan, maka selama itu pula pidana mati ihlkémotensi terjadinya
kesalahan yang dapat menyebabkan kematian orang-geang tidak bersalah.
Perjuangan untuk menghapuskan pidana mati haralksulhn bersamaan dengan
upaya memperbaiki seluruh instrumen hukum yang am@nmkan klausula
ancaman pidana mati.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang HuRigdana yang
baru mengandung pemikiran reformasi tentang pidaa#i yang menetapkan

adanya pidana khusus, yaitu pidana mati percobada alternatif pidana mati

37 Ibid., halaman 509.
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atau pidana lain yang menggantikan pidana mati. igam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana ini dinilai cukup mengakomodir perdabaentang pidana mati.
Hal ini dapat dijadikan contoh bagi peraturan pdang-undangan yang lain yang
mencantumkan ancaman pidana mati sebagai ancardanapierberat. Suatu
bentuk keinginan yang mustahil apabila pidana rdé@gntang oleh beberapa
kalangan sementara peraturan perundang-undandadatiesia termasuk aturan
perundang-undangan yang lahir di era reformasi mamincantumkan ancaman
pidana matf® Perjuangan dalam menegakan hak-hak asasi manpaits
dasarnya tidak bersikap diskriminatif termasuk olalaal memperjuangkan hak
hidup seorang terpidana karena terpidana juga nkemék untuk hidup sebagai
hak-hak asasi yang paling mendasar bagi setiapgodeangan status apapun.
Perkembangan perilaku terpidana ke arah yang pasgig harus menjadi bahan
pertimbangan hakim bagi pemenuhan hak-hak asasilama tersebut.

Konsep mengenai perlindungan hak-hak asasi maryasig mendasar
sangat penting bagi setiap individu seperti hak deglekaanttie right to liberty
Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dasaP 9 Kovenan
Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politikndzak hidup the right to life
Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan PasalkK@venan
Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik). Pedlingan terhadap hak-hak asasi
terpidana tersebut harus dijamin dan dipenuhi olebara sebagai tolak ukur

suatu negara yang menjunjung tinggi keadilan bartas hukum yang berlaku.

% Penghapusan Pidana Mati Menuntut Perubahan Sejumliidang-Undang (online)
http://dilmil-banjarmasin.go.id, diakses tanggalM@ret 2011.
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Jaminan perlindungan hak-hak asasi terpidana ygidatia penjara atau pidana
mati terdapat di dalam kebijakan sebagai berikut:
a. Pidana penjara atau pidana yang merampas kemerdekaa

i. Pidana penjara tidak diancamkan kepada setiap; delik

ii. Pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana permjatara lain, faktor
usia, kepribadian atau tanggung jawab pelaku, lsbrieijadinya tindak
pidana, kondisi atau pengaruh korban serta damgatdidanaan terhadap
terpidana atau keluarganya;

iii. Pedoman untuk memilih alternatif pemidanaan laipese pidana
pengawasan atau pidana kerja sosial;

iv. Pedoman untuk menghindari penerapan pidana peygagdirumuskan
secara tunggal atau imperatif;

v. Pedoman untuk menyesuaikan kembali penerapan pidkrayan
mengingat perkembangan atau perbaikan diri sidana;

vi. Pidana seumur hidup tidak dapat dijatuhkan kepad#& gang berusia di
bawah delapan belas tahun.
b. Pidana mati atau pidana yang merampas hak hidup:

i. Pidana mati tidak digolongkan sebagai pidana poketapi sebagai
pidana yang bersifat khusus atau eksepsional damyahademi
pengayoman masyarakat;

ii. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak ymemgsia dibawah

delapan belas tahun;

%9 Barda Nawawi AriefOp.Cit, halaman 60.



42

iii. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil dhitigampai wanita
tersebut melahirkan;
iv. Eksekusi pidana mati dilaksanakan setelah mendagaetujuan dari
presiden atau penolakan grasi dari presiden.
Hukum pidana tidak menginginkan kematian seorampidena mati yang
kemudian terbukti tidak bersalah secara materil.mizgasan terhadap
pemberlakuan pidana mati layak diberikan pengawéas#at. Seorang terpidana
mati yang telah dieksekusi, tidak akan pernah Hikadupkan kembali apabila
terpidana tersebut terbukti benar dan tidak bensatas suatu kejahatan yang

dituntut kepadanya di kemudian hari.
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BAB V
PENUTUP
A.Kesimpulan

Eksistensi pidana mati merupakan salah satu sasabagai bentuk
penjaminan terhadap kehidupan manusia. Diibaratk@ouah bandul, terjadi
pemisahan antara mereka yang menolak dan mereganyamdukung keberadaan
pidana mati yang didasarkan kepada argumen-argumasmg-masing pihak. Di
dalam konteks hak asasi manusia terkait keberagé@ama mati, argumen-
argumen tersebut ternyata sama-sama berdasar ethsdyngan hak asasi
manusia. Bagi kalangan yang menentang keberadaamgimati memberikan
prioritas perlindungan hak asasi manusia kepagé#dtara yang mendapat putusan
pidana mati. Bagi kalangan yang mendukung keberagatana mati, pola atau
metode yang digunakan adalah rasa keadilan manusiaw korban tindak
pidana.

Di Indonesia, pidana mati masih diakui oleh undandang, karena
pidana mati masih dibutuhkan sebagai salah satuulbepemidanaan yang
dianggap khusus bagi pelaku kejahatan-kejahatdaentar Pidana mati bersifat
ultimum remidiumHal ini dapat dibuktikan dengan aturan perundamgangan
seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undandddg Nomor 35 tahun
2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 26 rial2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang NorfotaBun 2001 tentang
Pemberantasan Korupsi serta Undang-Undang No 16nt£2003 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
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Permasalahan keberadaan pidana mati di Indoneashnmenyisakan
berbagai persoalan yang cenderung menolak pembariakrhadap pidana mati.
Permasalahan tersebut merupakan persoalan tekmg weeliputi kondisi
peradilan di Indonesia yang dianggap belum mencdwamni peradilan yang adil,
ambigu dalam politik hukum, persoalan kepastianuhulserta penilaian terhadap
pidana mati yang tidak efektif dalam menurunkankarigjahatan-kejahatan luar
biasa.

B. Saran

Pengembangan berbagai macam solusi terhadap impigsneidana mati
dengan beberapa cara seperti mengubah pidana ergadnpidana seumur hidup
karena putusan pidana mati tidak dilaksanakan selsna sampai sepuluh tahun
sejak putusan tersebut dijatuhkan atau dengan peEsabaan selama sepuluh
tahun kemudian putusan pidana mati diganti dengdanp penjara seumur hidup
atau pidana penjara selama dua puluh tahun dapejgaetikan pidana mati. Hal
ini juga bertujuan untuk mencegah terpidana yawulgktibersalah menjalani
eksekusi pidana mati dan kemudian terbukti tidakddeh. Pidana penjara dengan
waktu yang lama dinilai cukup menjerakan dan jug&up memberikan
kesempatan kepada terpidana untuk membuktikan kederyang sesungguhnya

apabila terpidana tersebut terbukti tidak bersdldd®emudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi, 2007\Vasalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum
Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2008Pelgjaran Hukum Pidana Bagian |, Raja Grafindo
Persada, Jakarta.

Hadjon, Philipus M., 2007 Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,
Peradaban, Surabaya.

Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu, 1983dana Mati Di Indonesia, Ghalia
Indonesia, Jakarta.

Ibrahim, Johnny, 2005Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,
Bayumedia, Malang.

Kaligis, O.C., 2006Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa
dan Terpidana, PT Alumni, Bandung.

Kleden, Marianus, 2008, Hak Asass Manusa Dalam Masyarakat
Komunal, Lamalera, Yogyakarta.

Lubis, Todung Mulya, 2009 Kontroverss Hukuman Mati, Kompas Media
Nusantara, Jakarta.

Ruba’i, Masruchin, 1994Vlengenal Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia, IKIP,
Malang.

Sahetapy, 200Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Setara
Press, Malang.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 2009, Pustaka Mandiri,
Surakarta.



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dantiol

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.

INTERNET

Hak Asasi Manusia Dalam Hukuman Mati Serta Implementasinya Di Indonesia
(online). http:/Aipi.go.id.

Hak Asasi Manusia Dalam Islam (online). http://www.angelfire.com.
Hukuman Mati (online). http://id.wikipedia.org.

Hukuman Mati, Sebuah Sgjarah (online). http://jongjava.com.
Hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia (online). http:/legalitas.org.

Hukuman Mati Senafas Dengan Semangat Perlindungan Hak Asasi Manusia
(online). http:/hukumonline.com.

Pemahaman Mengenai Urgens Perlindungan Hak Asasi Terpidana (online).
http:/leputar-indonesia.com.

Pel aksanaan Hukuman Mati Kejahatan Narkotika (online).
http://hukumonline.com.

Penghapusan Pidana Mati Menuntut Perubahan Sgjumlah Undang-Undang
(online). http:/dilmil-banjarmasin.go.id.

Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sstem Hukum Di Indonesia (online).
http://www.lawskripsi.com.

Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Terpidana (online). http:/detiknews.com.
Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (online). http://facebook.com.\
Praktek Hukuman Mati Di Indonesia (online). http://www.kontras.org.

Supriyadi Widodo Eddyond;atatan Atas Penggunaan Pidana Mati Di Indonesia
(online), http://www.legalitas.org.



	Cover Skripsi yang Baru.pdf
	Lembar Persetujuan.pdf
	Revisian Terbaru.pdf
	Daftar Pustaka.pdf

